BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN PERSEROAN TERBATAS
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperkuat
struktur permodalan, pertumbuhan dan meningkatkan
pendapatan Daerah, diperlukan penambahan modal melalui
penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan
Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan
Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung
serta merupakan penugasan dari Pemerintah Daerah untuk
menyalurkan kredit program The Development of integrated
farming system in Upland Areas Project;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat
dan mengembangkan hasil usaha petani, kelompok tani dan
korporasi pertanian pada wilayah dataran tinggi di Daerah

yang tujuan utamanya adalah pengembangan dan perluasan



Mengingat

lahan untuk pengembangan komoditi pertanian secara
spesifik dalam mendukung swasembada pangan nasional
serta turut membantu dalam mendorong pertumbuhan
perekonomian Daerah perlu menambah penyertaan modal
pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Lebak Sejahtera dan PT.
Lembaga Keuangan Mikro Rangkasbitung ;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor
54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha
Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Perseroan
Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Lebak Sejahtera dan
Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro

Rangkasbitung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6173);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2015

tentang Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan, 9
(sembilan) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum (Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

Menetapkan

dan
BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL

DAERAH PADA  PERSEROAN TERBATAS BANK
PERKREDITAN RAKYAT LEBAK SEJAHTERA DAN PERSEROAN
TERBATAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO RANGKASBITUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.



Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara  Pemerintahan  Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan
kepemilikan barang milik dacrah yang semula merupakan
kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai
modal/saham/aset neto/kekayaan bersih milik daerah
pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah,
atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

PT. BPR Lebak Sejahtera adalah PT. Bank Perkreditan
Rakyat Lebak Sejahtera yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2015
tentang Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan, 9
(sembilan) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum.

PT. LKM Rangkasbitung adalah PT. Lembaga Keuangan
Mikro Rangkasbitung yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Penggabungan 3 (tiga) Perusahaan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Lembaga Perkreditan Kecamatan, 9
(sembilan) Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dan
Perubahan Bentuk Badan Hukum.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal meliputi:

a.
b.

mendukung program Upland;

melaksanakan penugasan pemerintah melalui program
upland,

pengembangan usaha BUMD guna meningkatkan kapasitas
usaha agar mampu berperan mendorong pertumbuhan
ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan

pada tahap berikutnya dana akses layanan keuangan
kegiatan UPLAND dapat dimanfaatkan untuk peningkatan
akses permodalan kepada petani, peternak dan /atau
korporasi petani lainnya dengan komoditas yang sama atau
komoditas baru yang sedang atau akan dikembangkan oleh
Pemerintah Daerah setelah selesainya program UPLAND.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal untuk:

a. Penambahan modal untuk meningkatkan akses permodalan

C.

bagi pelaku usaha tani khususnya kelompok sasaran
UPLAND, dalam rangka mengurangi angka kemiskinan
perdesaan, meningkatkan ketahanan pangan Daerah, serta
mewujudkan mata pencaharian yang berkesinambungan;
meningkatkan kemampuan BUMD dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat serta turut membantu dalam
mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
meningkatkan pendapatan asli Daerah.



BAB Il
PENYERTAAN MODAL
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan
Modal Daerah berupa uang pada PT. BPR Lebak Sejahtera.
(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp.1.125.000.000,00 (satu

miliar seratus dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan
Modal berupa uang pada PT. LKM Rangkasbitung.
(2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh
ratus juta rupiah).

Pasal 6
Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada

Pasal 4 dan Pasal 5 dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran
2024.

BAB IV
HASIL USAHA
Pasal 7
(1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah diberikan dalam
bentuk Dividen.
(2) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke
rekening kas umum Daerah.



(1)

(2)

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8
Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan
Penyertaan Modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung
sebagai penerima Penyertaan Modal Pemerintah Daerah,
menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada
Bupati setiap tahun berupa laporan kinerja dan laporan
keuangan perusahaan yang telah diaudit sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4
dan Pasal 5 berlaku ketentuan yang ditetapkan oleh

Pemerintah.

(1)

(2)

Pasal 10
Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal, Bupati
menugaskan PT. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM
Rangkasbitung.
Ketentuan lebih lanjut terkait penugasan kepada PT. BPR
Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 1 Maret 2024

P_] BUPATI LEBAK,

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DA RAH KABUPATEN LEBAK,

A

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN "2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (2, 3 / 2024)



